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Abstraksi

Kehidupan masyarakat yang serba kompleks, sebagai produk dari
kemajuan tekhnologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan
banyak masalah sosial. Salah satu masalah sosial yang cukup lama
berkembang adalah pelacuran atau prostitusi. Di banyak negara pelacuran
itu dilarang, bahkan dikenakan hukuman. Segenap anggota masyarakat
menganggap sebagai perbuatan yang hina. Akan tetapi, kenyataan
menunjukkan bahwa praktek prostitusi, baik secara kuantitas maupun kualitas
mengalami perkembangan, bahkan menjadi salah satu sistem mata
pencaharian yang jelas-jelas bertentangan dengan moral dan agama.

Dampak dari adanya praktek prostitusi telah menyentuh segala aspek
kehidupan masyarakat, seperti rusaknya kehidupan rumah tangga,
terkenanya peyakit kelamin, rusaknya sendi-sendi kehidupan beragama dan
lain sebagainya. Dengan demikian upaya untuk menghentikan penyebaran
praktek prostitusi mutlak dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh
pemerintah adalah membentuk tempat-tempat Rehabilitasi bagi para PSK dan
mucikari untuk di bina agar kembali kejalan yang benar. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya muncul suatu kemunafikan, karena banyak kompleks
pelacuran lain yang muncul secara tidak resmi tanpa persetujuan pemerintah
setempat dan tidak ada hubungan langsung dengan program rehabilitasi
dibenarkan keberadaannya. Sementara pelaksanaan rehabilitasi  tidak
berjalan optimal. hal tersebut berakibat terjadinya kekaburan makna dan
pengertian di masyarakat tentang keberadaan dan tujuan lokalisasi
rehabilitasi prostitusi dengan tempat-tempat pelacuran liar lainnya.

Akibat dari hal tersebut diatas, menyebabkan masyarakat Jember yang
diprakarsai oleh ulama dan Kyiai Jember yang tergabung dalam Tim 11 pada
Bulan Mei tahun 1998 mealakukan tuntutan untuk menutup tempat-tempat
pelacuran di Jember termasuk Losisi Puger yang dianggap sebagai tempat
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pelacuran. Guna memenuhi tuntutan masyarakat Jember, Bupati Kdh Tingkat
Il Jember pada Bulan Mei 1998 mengeluarkan SK Bupati Nomor 42 Tahun
1998 tentang Penutupan Tempat-tempat Pelacuran di Kabupaten Jember,
termasuk keberadaan Losisi Puger juga ditutup, hingga menimbulkan pro dan
kontra dikalangan masyarakat tentang penutupan Losisi tersebut

Berangkat dari fenomena diatas, maka permasalahan yang penulis
bahas adalah Bagaimanakah hubungan SK Bupati Nomor 42 tahun 1998
terhadap penutupan Losisi Puger ?, Bagaimanakah akibat yang timbul dari
penutupan Losisi Puger ?, serta Usaha-usaha apa saja untuk memperkecil
penyebaran praktek prostitusi ?. Pendekatan masalah Penulis menggunakan
pendekatan yuridis-Normatif. ~Analisa data penulis menggunakan metode
kualitatif.

Dari fakta-fakta yuridis dan historis yag ada ternyata penutupan Losisi
Puger berdasarkan SK Bupati Nomor 42 tahun 1998 tidak dapat dibenarkan,
karena tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran dari SK tersebut. Dengan
demikian Bupati Jember telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang
(detournement depouvoir).

Sementara dampak secara ekonomi, sosial dan kesehatan dari
penutupan Losisi Puger telah melanda masyarakat, baik komuitas Losisi
Puger maupun masyarakat Jember. Seperti terputusnya mata rantai
perekonomian di Losisi Puger, menyebarnya para PSK utuk melakukan
praktek prostitusi di pusat-pusat keramaian kota dan sulitnya mendeteksi
peyebaran peyakit kelamin dan virus HIV/AIDS. Dengan demikian usaha-
usaha untuk memperkecil penyebaran prostitusi harus tetap mengedepankan
nilai-nilai kemanusiaan, meskipun membutuhkan biaya, waktu dan pikiran

yang cukup besar.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat yang serba kompleks, sebagai produk dari
kemajuan tekhnologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan
banyak masalah sosial. Salah satu masalah atau penyakit sosial yang cukup
lama berkembang di masyarakat adalah pelacuran atau prostitusi. Pelacuran
atau prostitusi merupakan suatu akibat dari gejala sosial yang menyebabkan
pelacuran itu sendiri oleh sebagian orang dianggap sebagai budaya manusia
yang umurnya sesuai dengan umur manusia. (Rahmat Murjan, 1989 : 1). Hal
tersebut disebabkan permasalahan pelacuran atau prostitusi tidak pernah
lepas dari manusia, bahkan pelacuran atau prostitusi dapat dikatakan
masalah zaman, karena sejak dulu penyakit sosial itu sudah ada sebagai
bagian dari sisi kelam kehidupan manusia.

Pelacuran atau prostitusi selalu ada pada semua negara berbudaya,
sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah
sosial, atau menjadi urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan
perkembangan tekhnologi, industri dan kebudayaan manusia, turut
berkembang pula pelacuran dalam pelbagai bentuk dan tingkatannya. (Kartini
Kartono, 1981 : 178).

Di banyak negara pelacuran itu di larang, bahkan dikenakan hukuman.
Segenap anggota masyarakat menganggap sebagai perbuatan yang hina.
Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa praktek pelacuran, baik secara
kuantitas maupun kualitas mengalami peningkatan, bahkan telah berkembang
r~enjadi satu sistem mata pencaharian yang jelas-jelas bertentangan dengan
moral dan agama. Perkembangan peningkatan ini di pengaruhi oleh berbagai

faktor yang merupakan dampak negatif dari proses pembangunan dan
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perkembangan industri termasuk di dalamnya adalah pariwisata,
pertumbuhan penduduk, keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan
pendidikan serta lancarnya komunikasi dan transportasi, baik darat, udara
maupun laut. (G.Sihombing, 1995 : 8).

Sementara dampak dari adanya praktek pelacuran telah menyentuh‘
segala aspek kehidupan masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan
dengan adanya prostitusi ini antara lain: ( Soedjono D, 1977 : 87).

1. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit serta
sejenisnya;

2. Memisahkan sendi-sendi kehidupan keluarga yang wajar;

3. Cenderung menciptakan kejahatan dalam berbagai variasinya;

4. Merusak sendi-sendi pendidikan moral karena bertentangan dengan
norma agama, susila, dan hukum.

Dengan demikian, masalah pelacuran atau prostitusi merupakan
sesuatu yang sangat memprihatinkan dan sudah sewajarnya, apabila praktek
pelacuran harus dihentikan penyebarannya. Akan tetapi, perlu diingat dar.
disadari menghapus praktek pelacuran secara reaksioner dan represif tidak
akan menyelesaikan akar permasalahan. Penanganan masalah pelacuran
haruslah menggunakan pendekatan segala aspek, termasuk aspek
kemanusiaan tidak dapat ditinggalkan. Karena mereka melakukan pekerjaan
suhagai pelacur, bukan dilandasi oleh keinginan atau cita-cita pribadi, tetapi
akibat dari aspek ekonomi, politik dan sosial budaya yang berkembang
sedemikian pesat.

Sikap pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pelacuran atau
prostitusi tidak terlalu berbeda jauh dengan sikap pemerintah pada masa-
masa penjajahan. Kalau pada masa penjajahan penanganan prostitusi lebih
didasarkan pertimbangan-pertimbangan moral, maka pemerintah sekarang,

penanganan prostitusi lebih dipengaruhi oleh pertimbangan kesehatan dan
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tuntutan masyarakat. (Terence H Hull dkk, 1977 : 23). Salah satu upaya
penanganan masalah pelacuran dari pemerintah, yakni mengeluarkan
kebijaksanaan yang dinamakan lokalisasi pelacuran, sebagai tempat para
pelacur untuk ditampung di dalam kompleks-kompleks yang dilengkapi
dengan sarana-sarana rehabilitasi dan resosialisasi. (Soedjono D, 1977 : 58).

Prinsip awal pengumpulan para pelacur di dalam kompleks, yakni
sebagai bentuk penertiban para pelacur agar tidak berpraktek secara liar,
serta lebih memudahkan pelayanan kesehatan dan pengaturan program
rehabilitasi dan resosialisasi yang dikoordinir oleh Dinas Sosial dan
pemerintah daerah setempat, ternyata dalam pelaksanaannya membawa
unsur-unsur kemunafikan. Karena banyak kompleks-kompleks pelacuran lain
yang muncul secara tidak resmi tanpa persetujuan pemerintah setempat dan
tidak mempunyai hubungan langsung dengan program rehabilitasi,
dibenarkan keberadaannya dengan alasan untuk rehabilitasi. Sementara
pelaksanaan program rehabilitasi prostitusi bagi pelacur dan mucikari tidak
berjalan secara efektif dan optimal (Terence H Hull, 1997 : 30). Akibatnya,
terdapat kekaburan makna dan pengertian di masyarakat tentang keberadaan
dan tujuan lokalisasi rehabilitasi prostitusi dengan tempat-tempat pelacuran
liar lainnya.

Dampak dari kekaburan makna dan pengertian terhadap keberadaan
lokalisasi rehabilitasi prostitusi tersebut diatas, menyebabkan masyarakat
melakukan tuntutan kepada pemerintah untuk menutup lokalisasi rehabilitasi
prostitusi yang dianggap sebagai tempat-tempat pelacuran, karena
bertentangan dengan moral dan agama. Tuntutan penutupan terscbut, marak
terjadi di beberapa daerah di Indonesia, apabila tuntutan itu tidak terpenuhi,
maka cara-cara kekerasan dilakukan oleh masyarakat dengan membakar dan
merobohkan lokalisasi-lokalisasi yang ada. Begitu pula yang terjadi pada

Daerah Kabupaten Dati Il Jember, masyarakat pada Tahun 1998 melakukan
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tuntutan kepada Pemda Tingkat Il Jember dan DPRD Tingkat Il Jember untuk
menutup dan menertibkan tempat-tempat pelacuran termasuk Lokalisasi
Rehabilitasi Prostitusi (LOSISI) Puger (Patria, 6-15 Januari 2000). Akhirnya
Pemda Tingkat Il Jember mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 42 Tahun
1998 tentang penutupan tempat-tempat pelacuran. Pelaksanaan SK tersebut
ternyata diberlakukan juga pada Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger.
Penutupan terhadap lokalisasi tersebut yang berdasarkan SK Bupati Nomor
42 Tahun 1998 telah menimbulkan polemik di masyarakat Jember, tentang
keabsahan yuridisnya, maupun tentang dampak sosialnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk
menganalisa SK Bupati Tk I| Jember Nomor 42 Tahun 1998 dan dampak
sosialnya dari penutupan lokalisasi rehabilitasi prostitusi Puger, baik bagi
komunitas LOSISI puger maupun masyarakat Jember, serta usaha-usaha
memperkecil perkembangan prostitusi tersebut.

1.2. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya pada
hubungan SK Bupati Tingkat Il Jember Nomor 42 Tahun 1998 terhadap
penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Puger dan dampak sosialnya terhadap
kehidupan komunitas LOSISI puger dan masyarakat Jember serta usaha-
usaha memperkecil perkembangan prostitusi.

1.3. Rumusan Masalah
Permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan
sebagai berikut
1. Bagaimanakah hubungan SK Bupati Tingkat Il Jember Nomor 42 Tahun
1998 terhadap penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger
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2. Bagaimanakah akibat penutupan lokalisasi rehabilitasi prostitusi puger
terhadap komunitas losisi puger dan masyarakat Jember.

3. Usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk memperkecil
perkembangan prostitusi.

1.4. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini ada dua macam yaitu tujuan yang bersifat
umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah suatu tujuan yang
sifatnya akademis yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2. Tujuan Khusus
Dalam Penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan khusus yaitu :

1. Ingin mengetahui hubungan SK Bupati Tingkat 1l Jember Nomor 42 tahun
1998 terhadap penutupan lokalisasi rehabilitasi Puger.

2. Ingin mengetahui akibat dari penutupan lokalisasi rehabilitasi prostitusi
puger terhadap komunitas lokalisasi maupun masyarakat Jember.

3. Ingin  memberikan sumbangan pemikiran untuk memecahkan
permasalahan yang timbul di masyarakat mengenai penanganan masalah

pelacuran.

1.5. Metode Penulisan
Metode penulisan yang penulis pakai adalah metode diskriptif kualitatif,
yakni menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi temuan-temuan
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di lapangan yang kemudian di analisa berdasarkan hasil penelitian

kepustakaan untuk mempercleh kesimpulan yang benar.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk menjabarkan permasalahan didalam skripsi ini, penulis
menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dari
sudut normatif artinya mengkaji permasalahan berdasarkan undang-undang
yang berlaku, serta ditunjang dengan data pendukung berupa wawancara
secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan memahami
permasalahan yang dikaji dalam skripsi. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:14).

1.5.2 Sumber Data
Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

A. Data Utama, adalah daia yang diperoleh dengan cara mempelajari
literature atau buku-buku, pendapat dan tulisan para ahli hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi
ini.

B. Data Penunjang, adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara
langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan memahami
permasalahan yang dikaji dalam skripsi.

1.5.3 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara instrumen penelitian
seperti interview, studi dokumen dan catatan lapangan. Disamping itu juga
dilakukan studi pustaka dengan cara membaca buku-buku atau bahan
pustaka juga dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan

permasalahan yang sedang dibahas.
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1.5.4. Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif
karena yang diteliti mengenai pendapat, perilaku, gejala-gejala sosial di dalam
masyarakat akibat diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan.
Sedangkan untuk keperluan analisanya digunakan suatu analisa deskriptif
yaitu yang mencoba menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi
dilapangan dengan disertai analisa yang matang dan cermat untuk

mendapatkan kesimpulan yang benar.
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi (LOSISI) Puger merupakan satu-
satunya lokalisasi wanita harapan atau Pekerja Seks Komersial (PSK) di
wilayah Kabupaten Jember yang terletak di Dusun Krajan Il, RW 8, Desa
Mojosari, Kecamatan Puger Kabupaten Dati Il Jember, yang berjarak kurang
lebih 40 Km arah barat daya Kota Jember.

Lokalisasi ini merupakan pengganti dari lokalisasi rehabilitasi prostitusi
yang terletak di Dusun Sumber Jati, Desa Kaliputih, Kecamatan Rambipuiji,
Kabupaten Dati Il Jember. Perpindahan ini sesuai dengan SK Bupati Kepala
Daerah Tingkat Il Jember Nomor 686 Tahun 1989 tentang Tim Pemindahan
Lokalisasi Wanita Harapan Rambipuji Kabupaten Daerah Tingkat 1l Jember.
Dengan pertimbangan wilayah sekitar lokasi Rambipuji telah mengalami
kepadatan penduduk serta perluasan wilayah kota, maka LOSISI Rambipuji
harus dipindahkan ketempat lain, agar tidak mengganggu kehidupan
masyarakat sekitarnya.

Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi (LOSISI) Puger terletak di atas tanah
seluas kurang lebih 2 Ha. Letak LOSISI ini agak terpencil dari pemukiman
penduduk, walaupun terletak di pusat desa. Adapun Batas-batas dari LOSISI

ini adalah :
Utara . Tanah Pekarangan
Barat . Tanah Irigrasi atau Pengairan
Selatan . Pantai Selatan
Timur - Sungai Besini
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LOSISI Puger ini didirikan mempunyai maksud untuk memberikan
tempat yang layak bagi para Wanita Tuna Susila dan menjauhkan mereka
dari kawasan perumahan penduduk, sehingga mengurangi kemungkinan-
kemungkinan mengganggu kehidupan penduduk di sekitarnya.

LOSISI Puger yang nampak seperti perkampungan penduduk biasa
hanya mampu menampung 200 Pekerja Seks Komersial dan 92 wisma yang
terbagi dalam tiga Rukun Tetangga. Dengan perincian RT 01 sebanyak 24
wisma yang berisi 45 PSK, RT 02 sebanyak 40 wisma yang berisi 85 PSK
serta RT 03 sebanyak 28 wisma yang berisi 70 PSK.

Para pemilik wisma atau Mucikari berusia rata-rata antara 35 Tahun
sampai dengan 45 Tahun. Adapun usia rata-rata dari Pekerja Seks
Komersial yang ada di LOSISI Puger antara 18 Tahun sampai 25 tahun.
Sedangkan daerah asal para PSK tersebut, kebanyakan dari Kota
Banyuwangi, Lumajang, Jembear dan Bondowoso.

Selain itu, di dalam komunitas LOSISI Puger terdapat Tim Keamanan
yang berjumlah 30 Orang. Menurut Pak Sa'i Alamudin salah seorang
pegawai dari Bagian Sosial Pemda Tk |l Jember, mengatakan bahwa Tim
Keamanan ini mempunyai tugas yakni sebagai keamanan LOSISI Puger,
sebagai penjaga parkir kendaraan bermotor dan sebagai tim control atau
pendataan identitas diri bagi para tamu yang melebihi dari batas waktu,
karena waktu berprakiek di LOSISI Puger antara jam 09.00 sampai 23.00
WIB.

Melihat perkembangan tempat-tempat pelacuran liar semakin marak di
kote Jember yang jelas-jelas mempunyai dampak negatif bagi kehidupan
masyarakat, maka para ulama dan kyai Jember yang tergabung dalam Tim
11 melakukan desakan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jember
untuk membersihkan kota Jember dari kegiatan Prostitusi. (Patria, 6-15
Januari 2000).
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modal sendiri, wong kita bekerja sebagai mucikari ini, karena kesulitan
modal’. Begitu pula reaksi dari masyarakat yang menyatakan bahwa
penutupan LOSISI Puger tidak ada kaitannya dengan SK Bupati nomor 42
tahun 1998, karena yang harus ditutup adalah tempat-tempat pelacuran liar 1
lainnya yang ada di kota Jember, sedangkan status LOSISI Puger adalah
tempat Rehabilitasi Postitusi.

Akibat dari adanya pro dan kontra tentang penutupan LOSISI Puger,
maka sampai sekarang status LOSISI Puger semakin tidak jelas. Mengingat
secara yuridis tempat itu ditutup, yang ditandai dengan pemasangan papan
pengumuman tentang penutupan LOSISI Puger dengan SK Bupati Jember
Nomor 42 Tahun 1998, akan tetapi aktifitas sehari-hari di LOSISI itu tetap

berjalan dengan normal.

2.2. Dasar Hukum

Sebagai karya tulis ilmiah, maka skripsi ini juga di lengkapi dengan
landasan yuridis atau dasar hukum yang ada kaitannya dengan materi
permasalahan.

2.2.1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana.
Pasal 296
Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja
mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, di
pidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat
bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.
Pasal 297

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum

dewasa, diancam pidana penjara paling lama enam tahun.
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2.2.3.

12

Pasal 506
Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita
dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan

paling lama satu tahun.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jember Nomor 6
Tahun 1984, Tentang Pencegahan, Larangan dan Pemberantasan
Pelacuran dan Tempat-tempat Pelacuran Dalam Kabupaten
Daerah Tingkat Il Jember

Pasal 3 Ayat (1)

Untuk mencegah dan memberantas pelacuran dalam Kabupaten
Jember, Pemerintah Daerah mengadakan Lokalisasi Rehabilitasi
Wanita Tuna Susila.

Pasal 3 Ayat (2)

Tujuan Lokalisasi Rehabilitasi tersebut pada Ayat (1) pasal ini, adalah
sebagai usaha pembinaan dan pendidikan wanita tuna susila dalam
rangka pemulihan kernbali rasa harga diri, kepercayaan diri, tanggung
jawab sosial serta kemauan dan kemampuan untuk kembali
melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan dan penghidupan di
masyarakat.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jember Nomor
686 Tahun 1989, Tentang Tim Pemindahan Lokalisasi Rehabilitasi
Prostitusi Wanita Harapan Rambipuji Kabupaten daerah Tingkat Il
Jember
Pasal 2

Menugaskan Kepada Tim di Maksud Pasal 1 Keputusan ini untuk :
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a Mengatur dan Melaksanakan pemindahan tempat, bangunan
beserta penghuni lokalisasi rehabilitasi wanita harapan Rambipuiji
ketempat yang telah ditetapkan

b. Memberikan penyuluhan/motivasi kepada penghuni lokalisasi
rehabilitasi wanita harapan Rambipuji tentang tujuan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Jember memindahkan lokasi tersebut.

c. Memberikan penyuluhan/motivasi kepada masyarakat di sekitar
tempat/lokasi yang baru dan para perangkat Desa setempat.

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati kepala
daerah.

2.2.4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jember Nomor
42 Tahun 1998 Tentang Penutupan Tempat-tempat Pelacuran di
Kabupaten Daerah Tingkat Il Jember

2.2.5. Surat Intruksi Bupati Kepala daerah Tingkat Il Jember Nomor 3
Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Praktek-praktek Tindak
Asusila/Prostitusi di Kabupaten Daerah Tingkat Il Jember

Poin ke-2

Pejabat tersebut Nomor 3

Bersama-sama dengan Muspika setempat untuk melaksanakan
upaya-upaya pemberantasan dengan cara menghentikan atau
mengadakan penutupan terhadap setiap tempat atau rumah yang
dianggap dan ataupun dapat dibuktikan sebagai tempat pelacuran.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.2.6.

14

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat 1l Jember, Nomor
800/290/207.63/1998 Perihal Operasi WTS/Mucikari Liar
Desa/Kelurahan

Point Ke-3

Tugas Pokok

Camat dan Muspika dengan di bantu aparat terkait secara terpadu
melaksanakan Ops WTS/Mucikari Liar yang berada di
Desa/Kelurahan dalam wilayah kabupaten Jember selama kurang
lebih 2 bulan, di mulai bulan Mei s/d Juni 1998 dengan sistem
pendekatan sosial. Hasil pelaksanaan operasi diserahkan ke
Lokalisasi Puger.

Point Ke-4 butir ¢

Kadinas Sosial dan Asisten 2 Up Ka Bag Sosial mengatur dan
mengkoordinasikan dengan Camat Puger Up Kepala Lokalisasi Puger
untuk menerima dan mengatur penempatan WTS liar tersebut di
lokalisasi.

2.3. Landasan Teori

Dalam Skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa teori yang

didapatkan dari kajian-kajian refrensi yang masih relevan dengan materi

permasalahan diatas.

2.3.1. Pengertian Pelacur dan Pelacuran.

Pelacuran berasal dari bahasa latin, yaitu Prostituere atau Pro-sturee,

yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan atau

percabulan. Sedangkan Prostitue adalah pelacur atau sundal, dikenal pula

dengan istilah wanita tuna susila (Kartini Kartono, 1981 : 177).
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Menurut Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar pengertian tentang
pelacur adalah :

Wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak
laki-laki yang membutuhkan pemuas nafsu seksual ( 1984 :11).

B.Bosu memberikan pengertian atau defenisi tentang pelacur adalah :
Wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak
laki-laki yang membutuhkan pemuas nafsu seksual atau dengan kata
lain adalah wanita yang melakukan hubungan seksual dengan banyak

laki-laki di luar pernikahan dan sang wanita memperoleh imbalan uang
dari laki-laki yang menyetubuhinya (1982 : 11).

Menurut Kartini Kartono memberikan Pengertian atau definisi pelacur
adalah :

Perbuatan perempuan yang menyerahkan badannya untuk berbuat

cabul secara seksual dengan mendapatkan upah (1981 : 185).

Dari beberapa pengeitian tersebut diatas dapat dijelaskan, bahwa
pelacur adalah seorang wanita yang melakukan hubungan seksual di luar
ikatan perkawinan dengan banyak laki-laki dan menukarkan pelayanan seks
dengan bayaran uang, hadiah atau barang-barang lainnya.

Apabila keberadaan pelacur dihubungkan dengan pihak pengelola
bisnis, maka dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yakni :

1. Pelacur yang bekerja sendiri tanpa calo atau majikan. Seringkali mereka
beroperasi dipinggir jalan atau masuk satu bar ke bar lain;

2. Pelacur yang memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara
hirarkis. Biasanya pelacur hanya memperoleh sebagian kecil dari uang
yang dibayarkan oleh kliennya;

3. Pelacur yang dibawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan.
Seperti panti pijat, tempat lokalisasi dan hotel-hotel (Ratna Saptari dan
Brigite Holzneer, 1997 : 391-392).

Sikap umum para pelacur biasanya sadar dan merasa malu terhadap

pekerjaan yang immoril itu. Khususnya perasaan demikian ini ada pada
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wanita yang masih baru belum lama melakukan pekerjaan pelacuran. Akan
tetapi sekali mereka sudah terjun profesi prostitusi, kemudian menjadi
terampil dalam teknik-teknik seksual, dan merasakan senangnya memiliki
uang dan barang-barang mewah, maka segerahlah berlangsung proses
disosialisasi dan rasionalisasi yang mengalahkan semua pertimbangan
rasional dan larangan hati nurani. Pekerjaan melacurkan diri itu pada
akhirnya menjadi pola kebiasaan, tanpa perasaan bahkan hampir-hampir
tidak disadari lagi. Wanita yang bersangkutan secara total dapat
menyesuaikan diri pada pekerjaan yang baru.

Sedangkan yang di maksud dengan pelacuran oleh P.M. Moeljono
adalah :

Suatu peristiwa penyerahan badan wanita dengan pembayaran kepada

orang laki-laki guna memuaskan nafsu seksual orang-orang itu ( 104 :
1960).

Menurut Than Trough-Dam, mendifinisikan tentang pelacuran atau
prostitusi adalah :

Praktek hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan

siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Jadi ada tige unsur

utamadalam praktek pelacuran, yakni pembayaran, promiskuitas
danketidakacuhan emosional (1992 : 15).

Sementara menurut W.A. Bonger, memberikan pengertian pelacuran
yakni :

Gejala masyarakat/kemasyarakatan, dimana wanita menjual diri
dengan melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata
pencaharian (1967 : 15).

Pada umumnya dari semua definisi tersebut di atas dapat digolongkan
pada dua pengertian, yaitu pelacuran dalam arti luas, ialah keadaan
kemasyarakatan dimana pria dan wanita mengadakan hubungan kelamin
diluar nikah, serta pengertian pelacuran dalam arti sempit, ialah keadaan
kemasyarakatan dimana wanita sebagai usaha mata pencaharian menjual

dirinya kepada sembarang pria.
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Peningkatan jumlah penduduk wanita yang berurbanisasi ke kota-kota besar
menyebabkan meningkatnya persaingan diantara mereka.

Kebanyakan para wanita yang melakukan urbanisasi ini masih muda,
tidak berpengalaman, tingkat pendidikan rendah dan keterampilan terbatas.
Oleh sebab itu kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan
sangat terbatas dan umumnya terkonsentrasi pada status pekerjaan rendah
dan dengan penghasilan yang rendah pula. Jenis pekerjaan yang umumnya
dikerjakan oleh kelompok ini adalah pekerjaan di sektor informal, sebagai
pedagang kecil, pekerja keluarga tidak dibayar, atau sebagai pembantu
rumah tangga, dan seringkali pula menjadi wanita tuna susila (Terence H Hull
dkk, 1997 : 19).

Faktor lain yang mendorong wanita masuk kedunia prostitusi adalah
tingginya angka perceraian, terutama di kalangan keluarga Jawa. Perceraian
cenderung berlangsung pada usia muda dan akibatnya banyak perempuan
yang mengalami kesulitan keuangan dan juga gangguan emosi. Dari
fenomena tersebut menjadi faktor terpenting yang menyebabkan wanita
masuk dalam dunia prostitusi.

Selain itu, ada faktor lainnya yang tidak bermotif ekonomi. banyak
kasus menunjukkan, bahwa kaum wanita kerapkali terpaksa dan dipaksa oleh
kaum pria yang menggunakan sarana yang berkisar pada janji-janji muluk
tentang pekerjaan, perkawinan atau perbudakan terselubung dari cinta,
loyalitas terhadap mucikari sampai pada penculikan dan penyekapan secara
fisik (Than Trough-Dam,1992 : 17).

Dengan demikian dapat dijelaskan beberapa faktor penyebab
timbulnya pelacuran, yakni :

1. Karena keadaan ekonomi atau kemiskinan rumah tangga perempuan

pelacur;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

Karena pengalaman-pengalaman traumatis atau shock mental, seperti
seorang gadis yang pernah diperkosa, pernah patah hati yang kemudian

terjun ke praktek pelacuran;

3. Karena adanya kelainan seks atau hyper seks dalam diri wanita;

Karena pengaruh teman-teman sekampung atau sekota yang sudah terjun
ke dunia prostitusi;
Anak-anak gadis dan wanita-wanita yang kecanduan obat bius, banyak

menjadi pelacur guna mendapatkan uang untuk membeli obat bius:

2.3.3. Pengertian dan Tujuan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi

Mengingat perkembangan pelacuran tumbuh dengan pesatnya di kota-

kota yang berkembang, sementara akibat-akibat dari pelacuran telah

menyentuh dan dirasakan dalam kehidupan masyarakat, maka dibutuhkan

tempat atau wadah untuk melokalisir keberadaan para pelacur di dalam suatu

lokalisasi. Adapun tujuan lokalisasi ini adalah :

a.

Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dari
pengaruh-pengaruh immoril dari praktek pelacuran. Juga menghindarkan
gangguan-gangguan kaum pria hidung belang terhadap wanita baik-baik:
Memudahkan pengawasan para wanita tuna susila, terutama mengenai
kesehatan dan keamanannya;

mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap para pelacur, yang pada
umumnya selalu menjadi pihak yang paling lemah;

memudahkan bimbingan mental para pelacur, dalam usaha rehabilitasi
dan resosialisasi;

Diusahakan mendapat pasangan hidup bagi wanita tuna susila yang

benar-benar bertanggung jawab dan mampu membawanya ke jalan yang
benar (Kartini kartono, 1981 : 217).
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Upaya untuk melokalisir saja, kiranya belum cukup, karena pelacuran
tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama, maka pelacuran harus
dihapuskan. Oleh karena itu, lokalisasi-lokalisasi yang ada di jadikan tempat
untuk melaksanakan program rehabilitasi dan resosialisasi bagi para pelacur
dan germo. Adapun fungsi dan tujuan dari lokalisasi rehabilitasi prostitusi
adalah, menerima dan menampung wanita tuna susila dan germo hasil
penertiban; Melaksanakan pendidikan, bimbingan mental sosial dan latihan
kuierampilan kerja serta pelayanan kesehatan; dan mendorong swadaya
wanita tuna susila dan germo untuk berperan serta dalam pembangunan
(Endang Sedyaningsih-Mamahit, 1999 : 33-34).

Sementara menurut PERDA Kabupaten Tingkat Il Jember Nomor 6
Tahun 1984 tentang Pencegahan, Larangan dan Pemberantasan Pelacuran
dan Tempat-tempat Pelacuran Dalam kabupaten Dati Il Jember, Pada Pasal 3
Ayat (2) yakni :

* Tujuan Lokalisasi rehabilitasi tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah

pemulihan kembali rasa harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab

sosial serta kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan fungsi
sosialnya dalam kehidupan dan penghidupan.”

Dengan demikian ada dua tujuan secara umum dari diadakan lokalisasi
rehabilitasi prostitusi, yakni menjauhkan akifitas seks para WTS dan Mucikari
dari masyarakat umum dan memberikan bimbingan-bimbingan kepada WTS
dan Mucikari agar kembali kejalan yang benar dan mampu bersosialisasi
dengan masyarakat.

2.4. Pengertian Keputusan Administrasi Negara
Keputusan atau ketetapan dalam bahasa Belanda disebut Beschiking,
sedangkan dalam bahasa Perancis disebut Acte Administratif dan dalam

bahasa Jerman dinamakan Verwaltungsakt (SF.Marbun dan Moh Mahfud,
1987 : 74).
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Pengertian keputusan atau beschikking menurut E. Utrecht adalah :

Suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh
alat-alat pemeritahan berdasarkan suatu kekuasaan Istemewa (1957 :
55).

Sedangkan W.F. Prins memberikan pengertian Keputusan adalah :
Suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerinteh yang

dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada
pada alat atau organ itu (1975 : 12).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan

bahwa keputusan atau beschiking adalah :

Merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan
sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil persetujuan dua
belah pihak;

. Sifat hukum publik di peroleh dari atau berdasarkan wewenang atau

kekuasaan istemewa. Wewenang atau kekuasaan istemewa tersebut di
peroleh dari Undang-undang (azas legalitas), sesuai dengan prinsip
negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber
kekuasaan,

Dengan maksud terjadinya perubahan dalam lapangan hubungan hukum,
perbuatan pemerintah harus merupakan perbuatan hukum (rechts
handelingen) yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Kemudian
dituangkan dalam bermacam-macam keputusan atau penetapan;
Dilakukan oleh seorang pejabat eksekutif.

Keputusan oleh Philipus M Hadjon dikelompokkan dalam beberapa

macam, salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara Terikat dan

Keputusan Tata Usaha Negara Bebas.

a. KTUN Terikat, Pada dasarnya KTUN itu hanya melaksanakan ketentuan

yang sudah ada tanpa adanya suatu ruang kebebasan bagi pejabat yang
bersangkutan.
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b. KTUN Bebas, didasarkan pada suatu kebebasan bertindak yang lazimnya
dikenal dengan azas Freises Ermessen. Ada dua macam kebebasan,
yakni Kebebasan Kebijaksanaan dan Kebebasan Interpretasi. ( 1994
144-145)

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Sah dan tidaknya sebuah
KTUN terikat diukur dengan peraturan tertulis, sedangkan bagi KTUN bebas
tidak terjangkau oleh peraturan tertulis. Dalam praktek pemerintahan dewasa
ini sudah dikembangkan asas hukum tak tertulis berupa azas-azas umum
pemerintahan yang baik untuk mengukur keabsahan KTUN bebas.

Agar suatu keputusan dinyatakan sebagai keputusan yang sah (Rech-
geldig Beschiking), maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain : (SF
Marbun dan Moh Mahfud, 1987 : 79).

1. Keputusan harus dibuat oleh organ atau badan atau pejabat yang
berwenang membuatnya (bevoged). Apabila organ atau pejabat yang
mengeluarkan keputusan tersebut tidak berwenang, maka keputusan
tersebut dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Utrecht membagi tiga macam bentuk tidak berwenang
(onbevoegdheid), yaitu :

a. Onbevoegdheid Ratione Matrie, yaitu tidak berwenang karena materi
keputusan dibuat oleh organ atau pejabat lain yang materi atau
persoalan yang diatur tidak merupakan bagian kewenangannya;

b. Onbevoegdheid Ratione Loci, yaitu keputusan dibuat oleh organ atau
pejabat yang tidak berwenang, karena diluar kewenangan lingkup
wilayah haknya (resort);

c. Onbevoegdheid Ratione Temporis, yaitu tidak berwenang karena telah
lewat waktu yag ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (1960 :
63).
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2. Harus di beri bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan

harus menurut prosedur pembuatannya (rechmatige).

Keputusan tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan yuridis. Suatu
keputusan yang memuat kekurangan yuridis dan mengandung unsur-
unsur penipuan (bedrog), paksaan (dwang) atau sogokan (omkoping) dan
kesesatan (dwaling) atau kekeliruan tidak dapat dikatakan keputusan
yang murni dikeluarkan, oleh karenanya keputusan yang demikian dapat
dikatakan batal atau dibatalkan.

Isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya
(doelmatig). Suatu keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan yang
menjadi peraturan dasarnya. keputusan harus langsung terarah pada
sasaran dan tujuan, sehingga efesien dan cermat. Apabila keputusan itu
diambil tidak sesuai dengan isi dan tujuan, dapat disebut penyalahgunaan
wewenang (detournement de pouvoir), maka keputusan itu dapat di gugat
agar dibatalkan.

Tindakan pemerintah yang dapat dikategorikan  sebagai

penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) apabila :

]

Seorang pejabat pemerintah menggunakan suatu wewenang dengan
suatu tujuan yang nyata-nyata bukan untuk kepentingan umum melainkan
untuk tujuan pribadi;

Seorang pejabat pemerintah menggunakan wewenang dengan suatu
tujuan yang bertentangan dengan ketentuan dari undang-undang yang

memuat dasar hukum dari wewenang itu;

. Seorang pejabat pemerintah menjalankan suatu wewenang dengan suatu

tujuan lain yang nyata-nyata dikehendaki oleh Undang-undang dengan
wewenang itu (Utrecht, 1960 : 54).
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BAB 1l
PEMBAHASAN

3.1. Hubungan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jember Nomor 42
Tahun 1998 dengan Penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi
Puger

Di dalam SK Bupati Kepala daerah Tingkat Il Jember Nomor 42 tahun

1998 tentang Penutupan Tempat-tempat Pelacuran di Kabupaten Daerah

Tingkat Il Jember, pada pasal 1 menyebutkan :

“ Dengan keputusan ini menutup tempat-tempat pelacuran yang ada di
kabupaten Daerah Tingkat Il Jember.”

Sementara pada pasal 2 menyebutkan :

"Penutupan tempat-tempat pelacuran yang dimaksud pasal 1

keputusan ini dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
Kepala daerah Tingkat Il Jember.”

Dengan demikian ada dua hal dalam SK ini, yakni pertama, menutup tempat-
tempat pelacuran dan yang kedua, dalam pelaksanaan penutupan dilakukan
oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pengertian tempat pelacuran telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat || Jember Nomor 6 Tahun 1984 tentang
Pencegahan, Larangan, dan Pemberantasan Pelacuran dan Tempat-tempat
Pelacuran dalam Kabupaten daerah Tingkat 1l Jember, Bab | Ketentuan
Umum Pasal 1, Poin f yang menyebutkan :

“ Tempat Pelacuran ialah rumah atau tempat-tempat tertentu yang
dipergunakan untuk melakukan pelacuran.”
Sedangkan tempat-tempat pelacuran yang dimaksud dan harus ditutup
keberadaannya, telah disebutkan oleh Bupati daerah Tingkat Il Jember,
melalui lampiran surat Nomor 800/290/207.63/1998 dengan' perihal operasi

WTS/Mucikari liar desa/kelurahan, yang ditujukan kepada tujuh instansi
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diantaranya Walikotatif Jember, Pembantu Bupati Se Jember dan seterusnya.
Dalam lampiran tersebut menyebutkan tempat-tempat pelacuran yang harus
ditutup di 9 kecamatan dengan total 16 tempat-tempat pelacuran liar. dari
operasi atau penutupan tempat-tempat tersebut, para WTS dan mucikari yang
tertangkap harus di serahkan ke lokalisasi rehabilitasi prostitusi puger. Hal ini
sesuai dengan yang di jelaskan dalam poin 3 tentang tugas pokok surat ini,
yang menyebutkan :

* Camat dan Muspika dengan dibantu aparat terkait secara terpadu
melaksanakan operasi WTS/Mucikari liar yang berada di
desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Jember selama kurang
lebih 2 bulan, dimulai bulan Mei s/d Juni 1998 dengan sistem

pendekatan sosial. Hasil pelaksanaan operasi diserahkan ke
Lokalisasi Puger.”

Selain itu pada poin 4 tentang Pelaksanaan Tugas huruf d, menyebutkan :
‘Camat dan Muspika dengan dibantu oleh aparat terkait secara
terpadu melaksanakan Operasi WTS/mucikari liar di wilayahnya

masing-masing dan hasil operasi diserahkan langsung ke Lokalisasi
Puger.”

Serta dalam poin 4 tentang pelaksanaan tugas Huruf e, menyebutkan :
‘Camat Puger Up Kepala Lokalisasi Puger menerima hasil operasi
WTS liar tersebut dari kecamatan-kecamatan dengan

mencatat/mendata dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Daerah
Tingkat Il Jember.”

Sementara kebutuhan Daerah Tingkat 1l Jember akan adanya
Lokalisasi rehabilitasi prostitusi telah disebutkan pada Peraturan daerah
Tingkat Il Jember Nomor 6 Tahun 1984, Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan :

“ Untuk mencegah dan memberantas pelacuran dalam Kabupaten
Jember, Pemerintah daerah mengadakan I|okalisasi rehabilitasi

Wanita Tuna susila.”
Tempat yang ditunjuk sebagai tempat atau lokalisasi rehabilitasi prostitusi

telah dijelaskan di dalam PERDA ini, pada penjelasan Pasal 3 ayat (1), yang

menyebutkan :
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" Lokalisasi rehabilitasi prostitusi terletak di Rambipuji yang diadakan
oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jember.”

Adapun tujuan dari Lokalisasi rehabilitasi prostitusi telah dijelaskan di dalam
Pasal 3 Ayat (2) PERDA ini, menyebutkan :

“ Tujuan lokalisasi rehabilitasi tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah

sebagai usaha pembinaan dan pendidikan wanita tuna susila dalam

rangka pemulihan kembali rasa harga diri, kepercayaan diri,

tanggung jawab sosial serta kemampuan untuk melaksanakan
fungsi sosialnya dalam kehidupan dan penghidupan.”

Dalam perkembangannya pada Tahun 1989, lokalisasi rehabilitasi
prostitusi Rambipuji di pindah ke lokasi lain, dengan alasan daerah Rambipuiji
telah mengalami perluasan kota dan kepadatan penduduk. Lokasi yang
ditunjuk adalah daerah Desa Mojosari Kecamatan Puger Kulon Kabupaten
Jember, berdasarkan pada SK Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jember
Nomor 667 Tahun 1989 tentang Tim Pemindahan Lokalisasi Rehabilitasi
Prostitusi Wanita Harapan Rambipuji ke Desa Mojosari kecamatan Puger
Kabupaten Daerah Tingkat Il Jember. Dari keberadan SK tersebut diatas,
kemudian disempurnakan kembali oleh Bupati melalui SK Bupati Kepala
Daerah Tingkat Il Jember Nomor 686 Tahun 1989 tentang Tim pemindahan
Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Wanita Harapan Rambipuji Kabupaten
Daerah Tingkat Il Jember. Sedangkan Tugas Tim pemindahan ini telah
dijelaskan pada pasal 2, SK Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jember Nomor
686 Tahun 1989 tentang Tim pemindahan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi
Wanita Harapan Rambipuji Kabupaten Daerah Tingkat || Jember. yang
menyebutkan :

1. Mengatur dan melaksanakan pemindahan tempat, bangunan beserta
penghuni lokalisasi rehabilitasi prostitusi wanita harapan Rambipuiji
ketempat yang telah ditetapkan.
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2. Memberikan penyuluhan/motivasi kepada penghuni lokalisasi rehabilitasi
prostitusi wanita harapan Rambipuji tentang tujuan Pemerintah Kabupaten
daerah Tingkat Il Jember memindahkan lokasi tersebut.

3. Memberikan penyuluhan/motivasi kepada masyarakat di sekitar
tempat/lokasi yang baru dan para perangkat desa setempat.

4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Dari beberapa fakta-fakta yuridis diatas, dapat dijelaskan bahwa :

a. Berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jember Nomor 42 tahun
1998 Tempat-tempat pelacuran harus ditutup, sementara beberapa
tempat pelacuran yang harus di tutup telah dijelaskan pada surat Bupati
Kepala Daerah Tingkat Il Jember Nomor 800/290/207.63/1998.

b.  Bahwa Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger tidak termasuk atau
dianggap sebagai tempat pelacuran, akan tetapi statusnya adalah
sebagai tempat rehabilitasi prostitusi.

c. Penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger berdasarkan SK Bupati
Nomor 42 Tahun 1998 tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan
dengan isi dan sasaran dari SK tersebut. Dengan demikian Bupati telah
melakukan sesuatu di luar kewenangan yang diberikan (detournement de
pouvoir) yang termasuk kategori seorang pejabat pemerintah
menggunakan suatu wewenang dengan suatu tujuan yang bertentangan
dengan ketentuan dari undang-undang yang memuat dasar hukum dari

wewenang itu.

3.2. Akibat Dari Penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger
Dalam skripsi ini akan dijelaskan akibat-akibat dari aspek ekonomi,
sosial dan kesehatan baik masyarakat Losisi Puger pada khususnya, maupun

masyarakat Jember pada umumnya.
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A. Aspek Ekonomi
Beberapa akibat dari aspek ekonomi terhadap penutupan Losisi Puger
adalah sebagai berikut :

1. Terputusnya beberapa mata rantai ekonomi di lingkungan Losisi Puger.
Beberapa usaha bisnis yang ada di lingkungan Losisi Puger, seperti
Tukang Becak, Tukang Ojek, Kantin dan Kios, Tukang kredit pakaian dan
kosmetik, tukang masak dan cuci pakaian, tukang buah dan jajan keliling
dan sebagainya, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
komunitas Losisi Puger dalam mencari pendapatan guna memenuhi
kebutuhan keluarganya. Seperti yang disampaikan oleh Endro salah
seorang yang membuka usaha warung (Wawancara, Losisi Puger, 20-5-
2000), bahwa berkat usahanya telah berhasil menyekolahkan ketiga
anaknya, bahkan anak pertamanya sudah berhasil mandiri dan
berwiraswasta. Begitu pula yang disampaikan oleh Totok salah seeorang
tukang Ojek yang mangkal di Losisi Puger (Wawancara, 20-5-2000),
mengaku keberadaan Losisi puger meningkatkan penghasilannya, bahkan
ia dapat menyekolahkan anaknya di UGM semester awal. Bu To salah
seorang penjual buah-buahan (Wawancara Losisi Puger, 21-5-2000) juga
menyampaikan, bahwa hasil berjualan secara keseluruhan memang tidak
seberapa, akan tetapi perolehan untung terbesar justru didapat di Losisi
Puger. dari beberapa uraian tersebut diatas, apabila Losisi Puger ditutup,
jelas-jelas mempengaruhi pendapatan bagi pelaku bisnis tersebut, yang
berarti pula berpengaruh dalam mencukpi kebutuhan keluarganya.

2. Para mucikari atau germo akan terlilit hutang yang sedemikian besar,
karena dalam perpindahan dan pembangunan rumah atau wisma dari
Losisi rambipuji ke Losisi Puger, bantuan dana dari Pemda tidak
mencukupi. Seperti yang disampaikan oleh Bu har salah seorang mucikari

(Wawancara, Losisi Puger, 21-5-2000), bahwa perpindahan dulu dana
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yang diberikan tidak mencukupi dan terpaksa ia meminjam ke Bank
Rakyat Indonesia dan rentenir untuk pembangunan wisma atau rumah
tersebut dan sampai sekarang hutang itu belum terlunasi, terutama pada
rentenir yang ada, karena bunga yang dari hutang tersebut sangat tinggi.
Begitu pula yang disampaikan oleh Bu Pri salah seorang mucikari
(Wawancara, Losisi Puger 21-5-2000), bahwa ia masih belum melunasi
hutang dalam pembangunan rumah dulu, sementara kebutuhan hiclup
terus mendesak.

. Aspek Sosial

Akibat sosial yang timbul adalah :

. Banyak PSK dari Losisi Puger yang ditutup melakukan praktek prostitusi di
tempat-tempat keramaian kota Jember. Seperti di Terminal, Stasiun, alun-
alun, Pasar Tanjung, Hotel/losmen dan sebagainya. Hal ini terjadi ketika
pertama kali dikeluarkannya SK Bupati tersebut. Bagi banyak PSK, untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya adalh sesuatu yang mutlak dilakukan,
dengan demikian praktek prostitusi adalah pekerjaan yang harus
dilakukan pula, tanpa melihat dimana ia berpraktek. Seperti yang
disampaikan oleh Pak Yanto salah seorang aparat satuan polisi pamong
praja yang sehari-hari mengawasi ketertiban wilayah kota (Wawancara,
25-5-2000). Beliau mengatakan “ bahwa dampak penutupan Losisi Puger,
para PSK akan mengalihkan operasinya di tengah kota dan yang lebih
buruk mereka telah merambah perkampungan dan hotel-hotel kawasan
kota™. Akibat itu semua justru telah merusak keindahan dan citra Jember
sebagai kota Santri.

. Semakin banyaknya PSK-PSK liar yang melakukan praktek prostitusi di
pusat-pusat keramaian kota. Mengingat tidak adanya tempat
penampungan dan rehabilitasi bagi PSK liar yang merupakan hasil razia
atau tangkapan aparat.
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3. Merusak mental dan moral para generasi muda Jember, karena mereka
akan dapat melihat dan berpraktek prostitusi secara langsung.

C . Aspek Kesehatan

Akibat penutupan Losisi Puger, dari aspek kesehatan yakni akan
menimbulkan kesulitan petugas kesehatan dalam mendetcksi penyebaran
penyakit menular, seperti Syphilis, gonorrhoe (kencing nanah) serta penyakit
AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Salah satu pejabat di
lingkungan Dinas Kesehatan Tingkat | Jawa Timur mengatakan “ adanya
lokalisasi memudahkan identifikasi kesehatan para PSK, seperti halnya
penyebaran penyakit menular, bahkan kemungkinan penderita virus HIV."
(Radar Jember, 11-12-1999) Dengan demikian keberadaan lokalisasi lebih
mudah dipantau termasuk memudahkan pengobatannya.

3.3. Usaha-usaha Untuk Memperkecil Prostitusi
Prostitusi atau pelacuran adalah masalah sosial sejak sejarah manusia
sampai sekarang dan selalu ada pada setiap tingkat peradaban manusia.
Usaha-usaha untuk menghilangkan secara tuntas prostitusi sangatlah sulit
dilakukan, akan tetapi yang dapat dilakukan adalah usaha-usaha
memperkecil praktek prostitusi, meskipun membutuhkan biaya, waktu dan
pikiran yang cukup besar.
Ada dua hal secara garis besar yang dapat dilakukan sebagai usaha-
usaha dalam memperkecil prostitusi, yakni :
A. Usaha Preventif, yakni suatu usaha untuk mencegah terjadinya pelacuran
~ Usaha-usaha tersebut, antara lain :
1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai larangan atau
pengaturan penyelenggaran praktek prostitusi. Pasal-pasal yang ada di
KUHP dalam pelaksanaannya belum mampu berfungsi secara optimal,
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sehingga banyak sekali kasus-kasus prostitusi atau percabulan lolos dari
jeratan hukum yang ada.(kartini Kartono, 1981 : 207)

. Peningkatan pendidikan keagamaan yang berfungsi sebagai penguatan
keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma-norma kesusilaan.
Pendidikan ini dapat dilakukan di dunia pendidikan formal atau sekolah
serta yang lebih penting pendidikan di keluarga masing-masing. Mengingat
perkembangan era globalisasi dan kapitalisme global telah mempengaruhi
sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga kadang-kadang meniru
budaya barat tanpa melihat apakah budaya tersebut sesuai dengan
kondisi bangsa atau tidak. Budaya seperti free sex, individualistik,
prgmatis, hedonis dan konsumeristis adalah budaya-budaya barat yang
sekarang menggejala di kehidupan masyarakat. (Kartini Kartono, 1981 :
207)

. Melaksanakan pendidikan seks bagi anak-anak muda secara baik dengan
tetap melihat kapasitas daya pemikirannya. Apabila seks selalu tabu
untuk dibicarakan, maka akan mendorong rasa keingintahuan seorang
anak terhadap informasi seks. Kekhawatiran yang timbul, apabila
informasi yang didapat telah salah ditafsirkan oleh anak tersebut, maka dia
akan berprilaku dan memahami seks dengan salah pula. (Wawancara
dengan Sa'i Alamudin Staf bagian Sosial Pemda Tk Il Jember, 14-5-2000)
. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha
penanggulangan pelacuran. Sekaligus mengikutsertakan potensi
masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan
atau penyebaran pelacuran. (Wawancara dengan Hendro Sumartono, Staf
Pengajar Fakultas Sastra UNEJ, 15-5-2000)

. Memperluas lapangan pekerjaan serta peningkatan upah atau gaji buruh
wanita. Sebab salah satu faktor terpenting wanita menjadi pelacur, karena

faktor ekonomi dan terkait dengan pendapatan mereka selama bekerja.
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Terutama dikota-kota besar yang mempunyai pabrik-pabrik industri,
banyak sekali para buruh pabrik menjalani profesi pelacuran, dengan
alasan rendahnya gaji/lupah mereka, sehingga tidak mencukupi kebutuhan
sehari-hari. (Wawancara dengan Faourzan Arif, Direktur Lembaga Studi
Sumber Daya Manusia Jember, 15-5-2000)

B. Usaha Represif dan kuratif, yakni sebagai usaha untuk menekan dan

menyembuhkan para wanita dari profesi sebagai pelacur, untuk kembali ke

jalan yang benar.
Usaha-usaha represif dan kuratif, adalah sebagai berikut :

1. Melalui lokalisasi yang bertujuan melokalisir keberadaan mereka agar
tidak berpraktek di jalan-jalan, agar memudahkan pengawasan atau
pengontrolan terhadap kesehatan dan keamanan para pelacur di
lingkungannya. (Wawancara dengan Lukman Winarno, Direktur Lembaga
Penelitian dan Pengembangan Manusia Cabang Jember, 15-5-2000)

2. Untuk mengurangi pelacuran, maka diusahakan melalui aktivitas
rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka mampu kembali sebagai
masyarakat-susila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini meliputi adanya
rehabilitasi mental, fisik dan sosial. (Kartini Kartono, 1981 : 202)

3. Penyempurnaan tempat-tempat rehabilitasi baik sarana dan prasarana,
serta dilakukan pembinaan sesuai dengan minat dan bakat mereka.
(Wawancara dengan Sa’l Alamudin, Staf Bagian Sosial Kabupaten Tk Il
Jember, 14-5-2000).

4. Pemantauan kesehatan bagi PSK secara rutin, agar menjamin kesehatan
PSK dan lingkungannya. (Kartini Kartono, 1981 : 202)

5. Memberikan kredit lunak kepada PSK yang telah terampil dalam bidang

tertentu dan ada keinginan untuk hidup mandiri dan berwiraswata. Hal ini

penting agar mereka mampu berusaha dan mandiri di bidang ekonomi,
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sehingga tidak lagi kembali berpraktek sebagai pelacur. (Wawancara dengan

Andhang Subhariyanto, Staf Pengajar Fakultas Sastra Universitas Jember,

16-5-2000)

6. Mengadakan pendekatan kepada pihak keluarga dan masyarakat
setempat, agar mau menerima kembali keberadaan bekas-bekas PSK
untuk mengawali hidup di sana.(Kartini Kartono, 1981 : 202)
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan yang penulis bahas diatas, ada beberapa hal yang
perlu dijadikan catatan secara singkat sebagai suatu kesimpulan, yang terurai
sebagai berikut :

1. Bahwa penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Kabupaten Tingkat Il Jember
Nomor 42 tahun 1998 tentang Penutupan Tempat-tempat Pelacuran di
Kabupaten Daerah Tingkat Il Jember tidak dapat dibenarkan, karena tidak
sesuai dengan tujuan dan sasaran dari Surat keputusan tersebut.
Tindakan penutupan Losisi Puger oleh Bupati Tingkat Il Jember tersebut
dapat dikategorikan tindakan penyalahgunaan wewenang (detournement
de pouvoir).

2. Bahwa penutupan Lokalisasi Rehabilitasi Puger ternyata membawa
dampak ekonomi, sosial dan kesehatan khususnya bagi masyarakat
komunitas Losisi puger dan masyarakat Jember pada umumnya. Seperti
terputusnya mata rantai perekonomian di Losisi Puger, menyebarnya para
PSK untuk berpraktek prostitusi di pusat-pusat keramaian kota dan
sulitnya mendeteksi penyebaran penyakit kelamin dan virus HIV/AIDS.

3. Bahwa usaha-usaha untuk memperkecil penyebaran prostitusi harus tetap
mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, meskipun membutuhkan biaya,
waktu dan pikiran yang cukup besar. Adapun usaha-usaha tersebut dapat
di bagi menjadi dua garis besar, yakni pertama, Usaha Preventif, yakni
usaha untuk mencegah terjadinya pelacuran dan kedua, Usaha Represif,
yakni usaha untuk menekan dan menyembuhkan para PSK dan mucikari

untuk kembali kejalan yang benar.

34
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4.2. Saran
Pada akhir tulisan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran
sebagai suatu bahan masukan, sebagai berikut :

1. Pemda Tingkat Il Jember segera menjelaskan status Lokalisasi
Rehabilitasi Prostitusi Puger sebagai tempat Rehabilitasi dan Resosialisasi
bagi PSK dan Mucikari, agar tidak terjadi kekaburan makna dan arti di
masyarakat.

2. Pemda Tingkat Il Jember untuk mencari format yang sistematis dan
humanis dalam melaksanakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi para PSK
dan mucikari dalam suatu lokalisasi.

3. Adanya suatu Undang-undang yang lebih spesifik mengatur tentang tindak
prostitusi atau pelacuran.

4. Masyarakat untuk dapat bersikap terbuka kepada para PSK dan mucikari

yang ingin kembali bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari.
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. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat || Jember Nomor 6

Tahun 1984 Tentang Pencegahan, Larangan Dan
Pemberantasan Pelacuran Dan Tempat-tempat Pelacuran
Dalam Kabupaten Daerah Tingkat |l Jember

. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat Il

Jember Nomor 686 Tahun 1989 Tentang Tim Pemindahan
Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Wanita Harapan Rambipuiji
Kabupaten Daerah Tingkat Il Jember

- Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat Il Jember

Nomor 800/290/207.63/1998 Perihal Operesi WTS/Mucikari
Liar Desa/Kelurahan
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BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JEMBER

KEPUTUSAR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 JEMBER
NOMOR <A TAHUN 1994

TIENTANG

PENUTUPAN TEMPAT - TEMPAT PLRLACURAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

BUPATI KEPALA DAFRAH TINGKAT 1T JEMBER

Menimbang : a. balwa perbuatan mucikari atau pgermo dan pelacuran pada
hakekatnya adalah bertentangan dengan hukum apama,
hukum adat, hukum negara kesusilaan dan moral Panca-
s8ila serta membahayalan bagi kehidupan masyarakat,
bangsa dan negarea;

b. bahwa dalam ranglka upaya rerbaikan di segala aspel
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyareskat serta

untuk memberikan keamanan dan ketertiban kepada
masyarakat, dipandang perlu untuk menutup tempat. -
tempat pelacuran yang ada di Kabupaten Daerah Ting--

katt I1 Jember yang diatur dan ditetapkan dengzan
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang—undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Jember
Nomor 6 Tahun 1984;

5

HEMUTUSEKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN  BUPATI  KEPALA DAERAH TINGEAY 1I JEMBER
TENTANG PENUTUPAN TEMPAT-TEMPAT PELACURAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT 11 JEMBER.
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Paasal il

Denpgan keputusan ini wenutup Tempat-tempat Pela-
curan vang ada di Kabupaten Daerah Tinghkat II Jember.

Pasal 2

Fenutupan  welnpat-Leonpat pelacuran dimaksud dalam
pasa. 1 hepubtusan ini dilaksanakan oleh pedabat yang
ditunjuk oleh DBupati Kepala Daerah Tingkat 11 Jember.

Panal 3

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap--
kan dan apahila ternyata terdapat kesalahan atau
kekurangz sempurnaan dalam keputusan ini akan
dibetulkan kemudian sebagaimana mestinya;

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah

KEabupaten Daerah Tingkat 11 Jember.

Ditebapkan di J e m b = »r

23 s 1998

B T e ETTUET L Pe S

dvenir i nal L JEMBER

SALINAN

YEh.

1.

2
3.
4.
5.
(S
7

8.
9.

Keputusan ini disampaikan kepada

Sdr .

Sidze.
Sdr.
Sdr.
Sdr.
fdr.
Sdr.
Sdr .

By

Gubervur Kepala Daerah Tingkaf i
dJawa Timur di Surabaya;

Pembantu Gubernur Wilayah V1ii-Jember;
Ketua DPRD Kabupaten Dati [1 Jember;
Muspida Kabupnhcq Dati II Jembers

Walikota Jember;

Ketua Bappeda Kabupaten Dati 11 Jember ;
Ingpektur Wilayah Rabupaten bats {1 Jewber

?

Pembantu Bapati dan Camzat o0 Fabopaten Dati LD Jember;
Kepala Felurahan/Kepala Desa se Kabupaten Dati L1 Jember.
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INSTRUKST BUPATI KEPALA DAERAH TTNGKAT TT JEMBER . .

’

NOMOR . 3 . TAHUN 199K

™6 NTANG

PEMBERANTASAN PRAKTRK- PRAKTIEK TTNDAK ASUS IT.A/PROSTITUST

Menimﬁﬂﬁg W

‘DT KABUIPATEN ﬁf\l.Ra\H TINGKAT 11 JEMBER

BUPATT KEPALA DARRAH TINGKAT 1T JEMABLR

. bahwa keberadaan tindak asusila / praklek prnstitusi

pada tempat - Lempat LertenluTynng,ndﬁ (i wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat T7 Jember padsa’ hakekatnya

" adalah bertentangan dengan hukum agama,  hukum adat,

~hukum negara kesusilaan dan moral Pancasila sercia

‘mambahavakan bapi kehidupan masyarcakat, hangsa dan

/
rlﬁgi\f‘ﬂ 3

Y.
hahws edaltam rangka upava perhaikan di segnlaaspek

kehidupnn‘hérhnnusn: bernegnra dan hermasvarakat serls

pniuk memheariban keamanan dan ketéerl ihan kepnda

Meapingat :
Kenpada 0 P
-2
1,

‘masvarakat . dipandanpg verlu moalabksanakan nemberaniasan

nraktek-praktek tindak asusila / prusiirnsf di Kabupa-

ten Naerah Tipskal 1T Jember 'vang ditnangkan dalsam

 Instroksi Bupali Kepala Daeran,’

1. KLfnh’Hndanu;undﬂuu fukum Pidana khuswg pasal S0a
Tndang—nndang Nomar 172 ,Tnln:‘h 14950

. Undang—undang Nnmm 'S Tahun 19743, )

4, Peraturan hnp:4h kﬂhupntﬂh Naesrah Tingknt Tlfjamher

Namar & Tabun 149K4;

S. Keputusan TRopal i Kepa l ﬂ ﬂaalr'ﬂh Tingkat 17T Jembher
Nomoar 472 Tahnn 199K,
MENGITNSTRIKSTKAN
Sde. Walikola Jemher = ' !
Shr . Pembaoln Bapali se Kabupaten Naerah Tinpkat 17

Jember . i

Sdr. Tamal =e Kahunpaten Daevah Tinpgkal 11 JTember,
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. 1. Pejabat tersebut Nomow 1 dan 2.
me lalzsan ﬂkJﬂ “ﬁﬂFdLﬂa"J dan pengawasan dengan
a2i teukaLV dalam rangira pembet -antasan praktok
tindal. agusila di wilavah kerda ma81na—ma%1nﬂ

2"Peﬁabﬁ£'TFFﬂFEn+ Nomor .

instan-

prahtek

‘bersama - uunh_d snean Muspl Lu-refempat untuk melaksa-

nakan upaya-upayva’ uc‘ml' apantasan dengan cara menghen-

tikan atau mengadalkan nanutupan terhadamp

setiar

tempat ' otau rumah yang dianpgap - dan . ataupun, 'darab

: dibuktikan cebamai tempat pe ]acuran £

.

3. me laporkan hasil relakganaan tupdanva keprada Bupal
Kepala Daecrah lmnpkdt i Jemhcr aerara be“aodlk

INSTRUKSI ini berlaku sejak t?ﬂﬁﬂal‘aﬁtetawkan dan untu? dllakaanakan

denpan H“Odlk banknva

Ditetavkan . e m bage T
pada pangsal 28 Med 1998
BUPAT L TINGKAT I1 JEMBER

DTUMUHKAN DALAM LEBARAN DARRAL |
| KABUPATEN DAERAH TINGKAT TT JTNBER
5*1998 Nomor 3 / Ded . |

TGL.

28~0

SALINAN

¥th-

1.

| *'.' ) &S-*’N m,ﬁu 8o

Instrukel ini dLramtn ilear kevada \\M H:;ﬁ;&
Sar. G Gubernur Kepala Daerah Elngkar i
; - Jawa: .IT.U!mr. di Burabavas ! 7
Sdr . Pembantu Cubernur Wilavah VIinen%er;

. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jember;,

Sdr. Muspida K& bhupaten Dati I1 Jembors
Sdr. Ketua Bapvnda Kibupnten Dati II JPmber =
Sdr-,InBDekLu: “Wilayah Fabupaton Tati II Jember 3

et SR L e

2\ !
b~

-
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! Dt B Ko Pl ERAT TRIGKRAT IT B

PERATURAN DAZRAH KABUPAT N DAERAH TINGKAT II JEFEEH
' NOUOR ¢ (5 ~AHUN 1984
TEHTANG

PENCECGAHAN, LAGRNGAN DAN PEIMEERANTASAN PELACURAN D/
TIMPAT-TEMPAT PELACURAN 14LAM XABUPATEN DAERAH TING- .
KAT II JEMBZR,

DINGAN RAHMAT TUH-N YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH ('INGKAT II JEMBER
MEW MBANG ¢ a, Bahwe Peraturcn Daeral. Ksbupaten Jember Womor : 6 Tahun 1957
year telah disahkan dengan surst Keputusan Gubernur Kepala; -
Dasrah Propinsi.Jawa Timur tanggal 21 Desember 1957 Nomor i-
B, H/3386/L/57/DFDP yarg telah dirobah pertama kalinya dengan
Peraturan Dasrah Kaburaten Jember Nomor & tahun 1968 tentang
Pemberentasan Pelacuren dan telah dlsahkan dengan Surat thu
tusan Gubernur Kepala Daerzh Propinsi Jawa Timur tanggal 17-
Suptenberl968 Nomor:BIK/442/G, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembengan Readaan dewasa ini sehingga perlu dicabut dan
diganti ; ‘

b, Bahwe sebagai suatu usaha untuk mencegah,melerang dan mombe-
rantas adsnya porbuaten cabul dan pelacuréan serta adanya tem-
pat-tompat pelacuran yang merupalan parbg&tan asusila dan amo -
ral dengan segala macam akibatnya dalam aspok sosial dan lain

. nya utamanya terhadap psra pelakunye maupun masysrakat sertg
lingkungannya sehingga tercepai kelusrge dan masyarakat sejah
tora ; _ . s

b, Bahwa perbua%an mucikéri atau germo den pelacuran,pada hake -
katnya adalah bortentangan dengan hukym agama,huicum negnra h
kosuailaan dan moral Pancasila,serta membahnyakan bagi kehi «
dupan masyarakat bangsa dan negara ; {

d. Bahwa berdasarkan kenyataan yang ada dlebGrEp& daerah dalam
wilsyah Kebupaten Daerah Tlngkat LT Jombcr makin barkumbang -
adanya mucikari, atau gormo "dan’ pelacuran baik socara-berselu
bung maupun terbuka,yaig sangat borpengaruh ncgatlf torhadap
lkoamanan dan ketertiban mgsyarakut dipandang perlu mengatur -
ketontuan-ketentuan peoacogehan,larangan dan pemborantasan pe- _

_ lacuran dangan manuang annya dalam suatu pératurar Dagrah, *

MENGIHNGAT :1, Undang- ndann Homor 5 Tzhun 1974 tontang Pokok-polkok Pcmurin—
tehan di Dacreh

2. Undang-undeng Nomor 12 T hun 1950 tontang Ppmbontukan Daorah
Kebupaten dalam Llinglkuapan Propinsi Jewa Timur ;

S Kitab o 0 o wvw vow w9 w
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Kiteb Undeng-undang Hukw: Pidana pasal 506. ,
Dengan persetujuzn Dewan Pervnkilan Rekyet Daerah Kebupaten Dagrah Ting-
kat II Jombor, l

.
ME MUTUSKAN _

VENETAPKAN : PERATURAN DAERAE KABUPATI N DAERAH TINGKAT II JEMBIR TENTANG 'PENCEGA-
HAN, LAR- HGA DAN PEMBERANTASAN PELACURAN DAN ADANYA
TEMPAT.! EMPAT PELACURAN DALAM KABUPATEN DAERAH 2 HG
KiT II JEMBER, '

B:i B I
[ETEN TUAL UL
Paral. 1,
Dzlam Peraturan Daerah i:ri yang dimaksud dengan @
a, Pomerintah Daereah ialel Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Jembor ; ‘ .
b. Kepala Daersh © jaleh Dupati Kopala Daersh Tingkat II Jom
bor ‘ ‘ ' :
¢, Perbuatan Cabul idleh tiap-tiap tindekan atau parbuaten -
yang melanggar kasusiléun dan kesopanun
wnun
d. Pelacuran islah tiap-tiap perbuetan yang dengan su -

ngejo menyedizian dan atau menyerahkan di-
=i untuk oreng lain.gunn molakukan bdxbﬁui

an cabul ; ' _
o, Pelacur ialah mercka yong molakuksn pelacurdan utuu

Wanita Tuna Susila j

f, Tempat pelacuren . ialeh rumah atau tempet-tempat tortentu =
. yang diporgunakan untulc medakukan pulacur-

" an .. ; ' f

) BB AGH
PEIICTGARAY | LARANGAN DaN PEMBIRAITASAN -
Pasal - 2. {

Dalam Kabupaten Daerah Tingket II Jomber,dilarang meleclgkan porbuat-
an ccbul atau pelacuran ding atau mongedakan tompat-tempat pelacuran,

Pasal B.Jb&“AVL _

(10. Untuk mencegah dan membarantis polecuran dalam-Kabﬁputun:Jeﬁbor,Bc-
rintah Daorah mengadaken-lokclisasi rohabilitasi wenitu Tune Susila.

@Lﬁz). Tujuan Lokalisasi rohabilitesi tersebut pada ayat (1) pasal ini,ada
¢3, lah scbagai usaha pembinsen dan pendidikan wanita tuna susile da}am

rangka pepulihen kombali rasg harga dird, kqporgayaan diri,tanggung-
jowab sosial serta komauan{kKethpuan untukemolaksenakan fungsi sosi
alnya dalam kohidupan dun penghidupan. & 7~ak7 ' '

(3), Ponutupan tempat-tempat polucursn torsubut pada ayat(1) ﬁasql ini,
dilakukan dengan Koputuson Bupnti Kepula Duerah .

P

Poesal l'|.,-| 5 ¢ % ® » ® st W 9
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Pasc) 4

Jepala Deerah atau FPijabet yany ditunjusmys bHorhak meagolu

kan surat den ateu melorintahkan lkopads ootugas untule menghan

tiken &tau mongadakan penutupen terhadep scticp tompat atau -
runch yeng diaggap: " dan atau depat dibuktikan scbagsi tome
pat pelacuran ,

Pnsel. 5.
Kutipan surct Keputussn ponutupen sobzgoimana dimsksud dalon
pesel /4 Peraturon Daurah ini,ditompolkan ctau ditempatlan -
pade bagien rumah atuu pekarangen rumch dan(mudsh terlihet -
dan serbace oloh s&tisp orang) sorta tuk udeh russk atan hi-
lang ; _
Pungurus atau pungus: ha tempat ateu polacuren seperti torsc.

but dalam pasal 4 Peyeturan Daorah ini bertenggung ;ww.b &-

ken koutuhan dan koaranan kutipszn surat koputusen yang tolah
ditempolken atau ditcmpatkan pada tempat terscbut,dan jika -
tornyata pusak schinjga tidak mudah dibaca wtou hilang,yang

bersangkuten borkewa: iben untuk mobaporkan kopadg Kepala Da.-
orah atau pojabat yarg ditunjuk dalem jangka waktu selambati.
lanbetnye 24 (dua puwuh ompat) jem ;

Atos laporan sebugairanz dimaksud pnda ayatc (2) pasel ini, -
Kepala Daersh dapat rogera momorintahken kopada potﬁgas un .-
tul momasang,moncmpolken atau monompatkon kembali kutipan SH

rat porintah ponutupin peda tempst yang boersengkutan,

Pasal 6,
Dilafan; nasuk ketemy at-tompat tersobut dalam pesal 4 dan 5
Peraturan Daerah ini, kecuali :

.+ ponghuni rumsh di%ompat tarsabut

3

b, potugas yzng karera tugas den kowzjibannya harus nesuk ke
rumah atau tempat terscbut ;

¢, temu penghuni rumch atau tempat torsobut yang nysto-ny:ta
tidak dengecn meksvd untuk mengadakan perbustin csbul atau
polacuran atau perbuszten leinnya yong dilarang berdasarkan
poraturan yang borlzku,

Pasgl 7,

Dengend tidel: menouringzi wbin tidde ooeb: 4ol il Jen puhi:
ton tentangponutupan dimzksdd delam pasal 4 dan 5 Porature
an Dacrah ini,Kopala Dacrch dspat memorintahkan untuk mon-
cebut ataunsnyingiiirken kytipan surnt, koputusay yong dd -
terpelkan toysobut, (jika dipandans weltbu penompolan kutipun
surat Koputusun dioksud sudch cukup), . I

DABIlI....ccfnpns
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B 48 Ifi
KETENTUAY ~ PIDANA

Pasal 8.

Dongen tidsk mengurangi wowoneng pojabat yeng berwenang sorte ketentuan
kotontuan-dalam kiteb undang-undang Pidena torhadep sotiap polenggaran

ates kotontuan Peraturen Daerch ini diancam hukuman kurungen selama-la-
menya 6 (onem) bulan etau donda sobanyak-benyaknya Rp,50,000,00 (lima -
puluh ribu rupich);

BEB IV
PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasgal 9.
Sulain pojabat yang momeng mompunyai tugas mongusut kojuhatan-kojahaton
dan polanpgeren-pelanggoran, untuk mongusut pelenggaran-polanggeran tor
hadap Poraturen Dacrah ini dapat ditugaskan kopada Pojabat yang ditun -
juk olch Xopela Dacrah, :

Pasal 10, ‘
Pojebat atau potugas sobegaimena dimeksud dalem pegal 9. Peraturan Dac-
reh inid dalam monjelankan tugisnya borhak momasuki tompat atau rumeh -
dimene bordasarkan potunjuk yeng pantas diduga olehnyz bahwa tompat at-
atau rumeh torscbut torjadi pelanggaran torhadap salah sotu kotontuan -
kotontuzn dalam Peraturen Deorah ini atau pun untuk monyatekan sempai -
sofjauhnana Poraturen Dacrah ini dapat dilaksonokan,

Pasial” i,
Pongurus ,ponguscha,pomilik den ponghuni tompat atau ruman dimeksud -
herus momporkenankan Pojabef &3ioupn ~etusns yang karena kopentingan tu -
gos dinas nemasuki rumsh ateu pokarsngan sorta tempat dinmaksud hnjib -
noitborikan koterangan yeng dim:inte obohnya,

BAB V

Pascl 12,

Hal-hel yong bolum dintur dan Citotapken dalam Peraturan Daerah ini so-
panjang monyangkut polaksanaannye ckan ditotapkean komudicn oleh Kepala
Daerah, '

PascY 135

(1), Peraturan Deorah mulai borlaku pade tenggal diundangksan ;

{205 & 5 % 9 % 478 % & © SBEw § K 0


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

f":

Digital Repository Universitas Jember

(2), Dengan ditetapkan dan berlakunya Peraturan Daerzh ini make
ketentuan lain wang bertentangan dengan Peraturan Daerah -
ini dinyatakan tidek berlaku.

Jomber,28 April 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAE BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER
KETU A,
ttd ttd
M, TARDJIE SOEPOND

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 11 Oktober 1984  Nomor 332/P tahun 1984

A,n, GUBERNUR KCPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA T IMUR
Lelsten I Sckrotaris Wilayah/Daorah

ttd
Drs, SOEPRAPTO
NIP, 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dacreh Tingkat I1 -
Jomber tahun 1984 Seri C pada tenggal 12 Nopomber 1984 No. 7.

A,n., BUPATI KEPALs DAER/H TINGK.T II JEMBER
Sekretaris Wilayah/Daereh

. ttﬂ;
M MEDIMO BhL
Sesuai dengan aslinya NIP, 010015789
Sekrgggrls Wilayah/Dgerah,

K?Pﬂal’ '?; Fzanisesi)dan Tytelaksena,

2 bbb (mlg’\
_»—-————R'mAL HIDAYAT
RS ,NIP'. P /530909644
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DRTULESAN ATAS
JEAPAN DATRAN KaBURAT W D BARL PIIGKAT 1T JELEER
NOLGR ¢ & TA'UIt 1984
TENTANG
PINCEZGAHAN ,LARANGAN DAN PEMBERANTASAN PELACURAN DAN
TiMPAT-TEMPAT PELACURAN DALAM KABUPATEN DAERAH TING
KAT II JEMBER,

Berupaya menegakkan hukum den meningkatkan pembinaan terhadap masyerakat
hubungannye dehgan pembangunan mental spiritual berilut tetap tercipte -
nya kotinggian martabat dan derajat manusie,dipandang perlu adenya tin -
daken pencogehan yang mongerah kepada kesadaran,kemantapan dan kepatuhan
hukun untuk timbulnye pengawesan dan pengendalian dird dalam bersikap =
dan tingkah leku yang tinggi.

Pelacuran atau usaha yang dikembangkan dengan caza pelacuran porvpakan -
perbuatan a moral dan a auaiia sorta mombawe kohinaen dan kedurhakaan sg
tiap pribadi yang menjadi hambatan dan tantangan aken keberhasilan pen -
bangunan secara manusiawi maupun kohidupan sosial delam mewujudkan koso-
jahtoraan koluarge,maka dalsm wilapah Kabupaton Baorah Tingkat II Jember.
perlu adanya poncegahan,larangan dan pomberantasan polacuran dan tempat-
tompat pslacuran dengan mengetur dalem suatu Peraturan Daerah,

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 ¢ Cukup jolar
Pasel 2 : Larangen dimaksud behwa sispapun baik ia laki atau-
pun perempuan dengen monyuruh/perantaraan orang lain
atau dengan bormacan cara lainnyc mongajak,monbujuke
den mompergaruhi oreng lain untuk berbuet cabul atau
melokukan cabul (pelacuran) dan mengusahakan tempete
pelacuran(perbuatan mucikari),
Pagal 3 ; Cukup jelis
(1), Lokalosasi Rohabilitesi terletek di Rambipuji -
yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Jomber,

(2), Tujuan pembinaen dan usaha pendidiken keerah pe
nulihan harga diri,kepercayaen diri,tanggung ja
wob sosinl serta kemapan den kemempuaén untuk -
molaksaneken fungsi sosialnya dun kohidupan dan
ponghidupan para bokss wanite tuna susila,

Pasal 4 s/d 13 & Cukup jelas,
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BUPATI KEPALA DAERAI TINGKAT II JEMBER,

KEPUTDT HNSAN

BUPATI KEPALA DAERAI TINGKAT II JEMBER
NOMER : 686 TAHUN 1989

TENTANG

TIM PEMINDAHAN. LOKA LISASI REHABILITASI
PROSTITUST VANITA HARAPAN RAMBIPUJI
[IADUZATEN DAERAH TINGKAT ITI JEMBER

BUPATI KEPALA DABRAA TINGKAT II JEMBER

h
2. Bahwe tempat/lokelimesi rehsbilitesi prostitusi wenitse hag

rapan di Rembipuji sudah tidek tepat dan memungleinken 1z
gi denbén perkembeagen perkotssn dewsss ini, meks dipsn -~
dang perlu untuk memindshksn lolkasi tersebut dari Rembipu
ji ke tempat lain ysng lebih tepst dan gesupi untuk pembi

npon wsnits herspsn di Ksbupsten Daersh Tlnghat II Jeuber

Bahws dalsm rsngks mencspsi tertib pelskssneson pemindahen
lokslisasi rehabilitasi”prostitusi wanits harspsn di Rem
bipuji tersebut psda huruf s konsideren distes, perlu me
rubsh don menyempurn:cen Surst Keputussn Bupati Kepels =
Deerah Tingkst II. Jember Nomer 't 667 tahun 1989 tenteng -

Tim pemindshan lokelisasi rehsbilitasi prostitusi wenita-

‘harapsh Rombipuji ke dess Mojoseri Kecsmsten Puger Iebupe

ten Dsersh Tingkst LI Jember, ysng distur den ditetopksn-

dengsn Keputussn Bupsti Kepsls Dsersh,

Ketetspsn MPR, RI Nomer 3 tehun 1987 ;
Undang-undané Nomer 18 tshun 1965 j

Undsng-undeng Nomer 5 tshun 1974 ;

Peratursn Dserah Ksbupaten Dsergh Tingket II Jember No
mer 6 tshun 1974 ;

Perotursn Dsersh Ksbupsten Dpersh Tingket ITI Jeumber Womer
5 tphun 1985 jo Nomer 17 tshun 1988 ;

Surst Keputussn Bupsti Kepals Dsersh Tingkot II Jember No
mer 667 tahun 1988

MEMUTUSKAN

. ‘'KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JE AMBER TENTANG TIM

PEMINDAIAN LOKALISASI REHABILITASI PROSTITUSI WANITA HARAPAN
RAMBIPUJI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEHMBER
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Pesal

Dengon Keputuson Bupati Kepele Doersh Tingket II Jember me-
necaplion Tim pemindshsn .okelisssi rehabilitesi prostitusi-
wanite harspen Rembipuji Ksbupaten Deersh Tingkst II Jember
dengen susunzn keasnggatasnnys sebagsimens lampirsn. keputu -
sgn ini,

Pgsal 2

Menugasksn kepads Tim dimaksud pesal 1 keputusen ini untuk:
a., Mengetur don melokssnsken pemindshan tompat, bemgunen be
serta peaghuni lokelisasi rehalitssi- prostitusi wenits -

heropan Rowmbipuji ketempst ysng teloh ditetapken.

b, Memberiken penyuluhen/motivesi kepeds penghuni lokolisa=
si rehobilitazsi wenits haorapen Reombipuji tenteng tujusn-
Pemerintoh lobupaten Doersh Tingkot II Jember memindoh -

ken lokssi terssbut ;

¢. Memberiksn penyuluhon/motivesi kepada mosysroket di selkil

tar tempst/lokesi yeng baru dan para pergngkat Deso se
tempaf ] s

d, Meleporksn hssil pelaksoheen tugesnys kepadas Bupsti Kepo
la Degersh ; ' ) ) .

b

Pozal 3

Segols biays yeng timbul sebagail slkibat ditetespkennyes Kepu-
tusen ini, dibebasnksn lepede APBD Ksbupsten Dpersh Tingkste
II Jember, '

Posol 4

(1) Keputusen ini mulsi berlsku sejek tenggel ditetopken -
don spebils ternysts terdspet keselshen stau kekurang =
sempurnizen dazlem Keputusen ini sken dibetulken kemudi =

on sebagoimsns mes:inys ;

(2) Dengen ditetopksnnye Keputussn ini make Keputussn Bups-
ti Kepole Dsersh Tingket II Jember Nomer H67 tehun 1988

,. dinysotakon diﬁobut donn tidak berlelu lagi ;-

(3) Mengumunizon Keputusen ini dalem Lembzren Doerah Kobupa-

ten Dazerch Tingkat IT Jember,

Ditetopkon di i Jember
FPrde tenggol : 1= & = 1989

TANGGAL 1

AN DALAM LEHMBARAN DAERAH § BIPATI KEPALA “DAERAH TINGKAT II JatDIR
KABUFATEN DAEDAH TIAGHAT D

Y. ttd.

AGUSTUS 1989 MO, 586/ i PRIYANTO “WIBOWO

!
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SALTJAN Keputusen ini disampeiken kenada

Yth., 1., 3dr. Gubernur Kepsla Doerah Tingket I Jewo Timur di Sursboys 3

2, 8dr, Pembantu Gubernur di ‘Jember ;j

3, Sdr, MUSPIDA Kabupesten Dsersh Tingket II Jember j

L, Sdr. Ketus DPRD Kebupsten Dsersh Tingket II Jember j

. Sdr, Ketus BAPPEEA Ksbupsten Daereh Tingkat II Jember j

. Sdr. Kepsls Bagion Hukum Ortals oetw~1da Tlﬂgket II Jenmber

. Sdr. Kepslo Dagien Kese johtergen Rokyst Setwilds Tingket II

Jember

8, Sdr. Wolikots Administrotif Jember j§

9, Sdr. Pembontu Bupotil se Kebupaten Daersh ;1ngkat II Jember

10, Sdr. Muspiko se Kebupaten Doersh Tingket II Jemberwvj
11. Sdr. Anggote Tim yeng berszngkuten 3

Sesugi dengen aslinye

Sehretarls W1layﬁh / Daserah

_ ///M// 1
‘fi;ﬂ*}imgmmammmo SH

\g N
O ﬂ.//NIwao1o oz2 743.
Sl ) ;ﬁg‘

iy et mx-r‘ff i

S m——
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ILAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KZPALA DALRAH
) : TINGKAT II JEMIER

NOMOR

:-686 TAHUN 1989

TANGGAT, : 1 AGUSTUS 1989

SUSUNAN TIM PEMINDAIIAN LOKALISASI REEABILITASI

PROSTITUSI WANITA H.RAPAN RAMBIPUJI

KE DESA

MOJOSARI IECAMATAN DUGER KABUPATEN DALRAH TING

KAT I JEMBER

CABATAN DATAM

TIM

NAMA

JABATAN DALAM DINAS

s— ae N

KE'E U A

WAKIL KSTUA

STIKRETARIS

ANGOTA -ANGGOTA

SOEDJADI R.S

i MARGONO, BA

! MUCH, DJUPRI, Bsc.

110.

B

12

Ir, MeZ.hs DJALAL

SUKTIRMAN, JH

¢

5 U RO YO
D, BUSILO

MOLITADT
Drs. H., SYAMSUL HADI
USMAN TATIF, SH

Brs.SUNAFKO DJOJOLASMO
NQ

Drs., SUDARTO
SUNARKO

ABD, RAHIM

PRIYO PUINOMO

Kepals Kontor Sospol Kobu-

! paten Dgersh Tingket  II

Jember

Kebeg Kesrg Setwilde Ting-
ket II Jember

! Ko Sub Bgg Sosiosl psde' Bo

gisn Kesro Setwildo Ting -
kot II Jember

! Kebsg Pembongunon Setwilde

Tingkst II Jenber

Kz Sub Beg Perundeong-unds-
ngsn pads Bzgien Hukum Set
wilds Tingkot II Jember,

Wodan Binmos Polres Jember

Kepals DPUD Kebupesten Dee
roh Tingket IT Jember
Posi I Kodim 0824 Jember

Ketuo Boden Pertohonen Ne-
sional Kebupoten Dati II
Jember

! Kentor Sospol Kebupaten -
! Dgti II Jember

Kentor Dinas Scsisl Ksbupe
ten Deersh Tingket II Jem
ber

! Bogiesn Pemerintshen Setwil

dz Tingket II Jember .

Dins's Kesehoton Kebupaten=
Deersh Tingkat II Jember,

! Keantor Deportenen Agame -

Kebupsten Dperah Tingkst -

1. 1II Jembher,

Kebeg Humos Setwilde Ting-
kot II Jember
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N

(&

i 13, Dro. LNDANG SUTIWI

I 14, M. SA'I ALAMUDY

Kep., Bid. Sosbud psds =
BAPPEDA Keobunaten Daersh
Tinglst II Jember

Ko Sub Beag Kesmas pads -
Bogion Kesre Setwildo -
Tingket II Jember '

BUPATI KEPALA

Sesugi dengen aslinye

u‘fg:?:' T
7, Wi
’ /,---—_‘\.-.: e

NG

- e

Sekretoris Wilesysh / Daersh

DALRAH TINGIAT II JEMBER
ttd ‘

"PRIYANTO WIBOWO
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Jember, 14 lei 1998

‘Womor,  : 800/290 /267.63/1998 K epada
Sifat : Rzhasia * Yth. 1. Sdr. Valikota Jember
Lampiren ¢ - 2. Sdr., Pembantu Bupati se -
Perihal : Operasi WIS/Mucikari liar Kab. Jember
Desa / Kelurahan ‘ 3. Sdr. Assisten 1 & 2 Setwil
N ‘ da Tk. II Jember

4+ Sdr. Ka Dinag Sosial Jr

5. 9dr. Ka Bag Sosial Setwil-
da Tk.II Jember

6. Sdr. Kamawil Hansip Kab.Jr

75 Sdre Camat ge Kab. Jembers

Bersama ini disampailen Perintah Operasi WDS /.Mucikari liar

Desa / Kelurahsn delam Tilayah Kabupaten Jember Tahun 1998 / 1999,
sebalgai berilut

1e

Situasi

a. Surat Bupati Kepala Duerah Tingkat II Jember tanggal 12 Maret
1

, 1998 Noror 35;0'/1',77 '.2’(3"(.63/ 1998. ‘sentang'. Peningltatan Pembina~
an Fan Swalzarsa dalan Tiluyah Kabupaten Jenber.

b. Pandangan Usum Frelgi cie pada pandangin urmm-Sid;ézig . DPED

Tingkat II Jewber puda tonggal 10 Haret 1998 tenténg' masih
banyalmya (TS / Mucikari liar yang beroperasi di Desa-/ Ke -

lurahan dalem Tilayah Kabupaten Jember.

Sumnan Tuszg :

a., Pengawvas

1) Walilkota Jerber

2) Penmbanitu Bupati

3) Assiston 1 Setwilda Tingkat II Jember

4) Kamewil Hengip Kabupaten Jember

5) Assisten 2 Setwilda up Ka Beg Sosial Satwilda Tk.II Jr.
G) Xepala Dinas Soslol (adbang Jember.

b. Delaksancan Operasi

-  (onat dan Huspila dibantu dengan aparatnya.

30 Tuga-s. e s e -


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

- 2 =

(upmat dan Hucpilre dengan dibentu apurad terkalt secara terpadu-
nelakganakan Ope WIS / Mucikeri liar yang bereda di Desa / Ke -
Turahan dalam Wilayah Kalupaten Jember selima f 2 twlan, 4 -
milai bulan Mel d d Juni 1998 dengan sistem pendeliatan sgopial.
Hagil pelaksenaan opervasl digerankan ke lokalisasi Puger.

4. Eoluksanacn Tunag

4. Gasaran Operasi ( terlimpir ).

b, Waliketatif, Pembantu Dubatil, Kamewil Eansip Kabapaten ’
sgigten 1, mengawasi kelancaran pela\c:-;emaa‘n operasi i
rilayal tanzgung jawalbnye.

‘o. Kadines Sosial den Assisten 2 up Ka Bag Sosial meu@a.'mr dan

nengloordinasii=n dengan Camat Inger wp Kepala lol..alls'ts:. -

Puger uniuk meneripa dan mengaly penematen WIS liar ter

sebut di lelelisasis ‘

d, Cumat dan Ilus pila dengan (ihat tu apara at’ serlait secara ter -
padu melclzsenakan Cps TS / Muciltari liar éi wilayahnya -
naging-masing dan hosil operaesd diserahkan langoung le loka-
ligasi Puger. -

e, Camat fuger up Kepala lokclisesi Puger menerima hasil ope -

ragl UTS lier bersebut dori Kecamatan-Kecamaten dengan ran-
at / mendata Can meluporkan hagilnya lkepaca Bupati Kdh .
Tlnf*l_mb II Jenber. ' b

f. antl*u.ﬂc.,l Koordinagi

1) Retugas-petugus neldipana operasi dilengkapl dengen surat
tugas.

2) Pelalisonaan operasi dilalisandican dalan Minggu ke 2 Ttulan
Mei den beralthir ilinggu ke 4 Dulen Junl.

3) Jaga tindalten pelalesenaan O"JL.I‘:.Gl Janam WW%;

-

5, Bdnministrapi dan Laporan

o, Selegai melalisanakin oper:wi dilaporian lcepada Bupati Kepala
Daerall Tinglkat IT Jember dengan prioritas periama.

b, Perzlatan / Biaya mengpunalen logistik wilayah.

6. Komando_ dan £engendalion

a. Pengawas dan pengendali operasi DPinglat Kaupaten oleh -
Ka Kantor / Dinae yung ditunjul.
b. Pelalsimam operasi i Kocametan dibawah leendali Canate

Demiltiane o« » o« 3 o o »
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Demiliian perintah Ope WIS / Mucikari ai Desa / Kelurahan -
dalan ¥ilagah Kabupaten Doerah Pingkat IT Tember Tabun 1998 /1999
wntuk dilalesanclan denggn penub rasa tanggung jaweb.

Gubarnur “dh Tinglkkat I

Jawa Timur,

2+ Bp » Tembantu Cub. 7il, VII

Jember,

3. Bp . Kamawil Hensip M. I

Jawa Tirur.
Ketua DDRD Wz.II Jr.

Sd:r‘.‘ ' |
/P 8dr. Dan Dim 0824 Jenber. -

6. Sdr. Kopolres Jerber.
Te Sdr. Itwilkab Jember.
8. Sdr. Kakan Sospol Tk.II Jr.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

TRl TR SURMD o= LT Ovfy 1P o/ AU,CICANT, LIAR
053 /A KELGRAEAT,.

TOMOR '+ BOORPY207.63/1998
TANGGAT t 14 MmEI - 1998

==== == B e ===

=== ===
- N e AT ' '
No. ! DiERLl / VILY A : :mmﬁm&ﬂ —m t  XoT.
T - B ' 3 i ) T
1s ' Kotatif Jember ! T 1
! Kecanatan Suabersari t ' o i
! 1) Kel. Karangrejo A S 0 L0l S '
' 2) Kel., Karangrejo ' D. BI.A ! 53 g
'.3) Kel. .';n‘-;irogo) ' L i ') ™ !
' Kecamatan ratrang ! ' ) 5 !
' 1) Kel. Slawm WA i Y o
) - e 2wl !
2 ! Kecamatan Ajung f ) 1 - : !
' 1) Barat rasar Jjug " S TETA ! . L
3, ' Xeocanatan Jengg:.wah : ¥ ! B
' 1) Desa Keruning o, PR ' 2 tempat
4. ' Kecamatan Danti " ¢, K.RT0LO ! L
5. ' Kocamatan Rambipuji t ' ! i ‘ !
' 1) Desga I‘-p’c\mg Jetien o ! ! 2 tempat
' 2) Delktut IUD ! ! 13 tempat
1 3) BSelatun Fisar sapi ! ' ! '3 fermat
' 4) Barat Pasar sani t ! , S ‘
6. ' Kecanatan ‘mbulu J . ; !
' 1) Deca Pontuig o t "
t 2) Degz Pla.'tilugu J ¢ |
T+' Kecomaten Talubun ! , t ' ) !
' 1) Desa Tanjungic JO ' ! .
' 2) Desa Lojejer ) ! ! !
8. ' Kecamatan fugor " J !
' 1) Dosa Grenden : el o
' 2) Desa Jamhearun : : !
' 3) Desa Wringin telu VoD BEDER . _ '
9. ' Kecamatan Unbuloeri b . ‘ L
' 1) Desa Sulcorcno t 1 ' ' 2 terpat

==== = == = SEERES
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